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PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  DALAM 

MELAYANI BANSOS DI DESA BORO KECAMATAN SANGGAR 

KABUPATEN BIMA TAHUN 2021  

 

OLEH : NILA SURAYA 

 

ABSTRAK   

 

Penelitian ini dilatar belakangin Sistem Pemerintahan Negara Republik 

Indonesia yang membagi Daerah Indonesia atas Daerah-Daerah besar dan Daerah 

kecil,.Dalam uandang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 1 ayat 1 

disebutkan bahwa “ desa adalah desa adat atau yang di sebut dengan nama lain. 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 disebutkan 

bahwa BPD merupakan lembaga yang mendapat mandat dari pemerintah. Fungsi 

tersebut menjadikan BPD sebagai lembaga yang turut menentukan keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih, transparan, inklusif, dan tertata 

dengan baik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menyetahui bentuk pengawasan 

badan permusyawaratan desa dalam melayani bansos di desa boro kecamatan 

sanggar kabupaten bima tahun 2021. Adapun metode dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data 

dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil 

penelitian ini bahwa Badan Persmusyawaratan Desa boro Kecamatan Sanggar 

Kabupaten Bima tahun 2021 sudah melakukan sebuah pengawasan yang sangat 

maksimal,baik dalam bentuk pendataan,penyaluran,pelaporan hingga tercairnya 

bantuan langsung tunai Dana Desa ini  

 

Kata Kunci : Pengawasan, Melayani Bansos 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1.1 latar belakang  

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi Daerah 

Indonesia atas Daerah-Daerah besar dan Daerah kecil,.Dalam uandang-undang 

No. 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “ desa adalah 

desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, 

adalah kesatuan massyarakat hukum yang memiliki batar wilayah yang 

berwilayah yang berwenang untuk mengatur dan memgurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakrsa 

masyarakat, hak asal usul, dan at au/ hak tradisional yang diakui dan di akui 

dan dihormati dalam system pemerintahan negara kesatuan republic 

Indonesia. Desa memiliki pemerintahan sendiri , pemerintahan desa terdiri 

atas pemerintahan yang meliputi kepala desa, perangkat desa dan badan 

permusyawaran desa ( BPD) . 

 Badan permusyawaratan desa adalah badana wujud dari demokrasi untuk 

penyelenggaran pemerintah desa. BPD bisa di anggap untuk parlemennya 

desa. BPD adalah lembaga baru di desa pada masa perekonomian daerah 

Indonesia, yang terbentuk undang-undang. 

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengingatkan adanya system 

pemerintahan agar lebih efektif dan efesien serta demokrasi. Dengan 

demikian maka haruslah ada sebuah lembaga legeslasi desa yang berperan 

dan berfungsi membuat keputusan desa. Badan permusyawaran desa (BPD) 
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memiliki peran penting dalam penyelenggaran pememrintahan desa 

khususnya dalam membuat keputusan desa. 

Fungsi badan permusyawaratan desa menurut undang-undang no. 32 tahun 

2004 terhadap tinggat penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis. 

Dengan berlakunya undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah yang di dalam nya yang mengatur tentang pemerintahan desa dan 

badan permusyawaran desa serta dengan ditetapkannya peraturan 

pemerintahan no. 72 tahun 2005 tentang desa maka peraturan daerah yang 

mengatur tentang pedoman pembentukan badan permusyawaratan desa 

disesuaikan dengan peraturan pemerintahan tersebut. Hal di atas sesuai 

dengan penjelasan bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten/ kota 

dibentuk pemerintahan yang terdiri dari pemerintahan desa dan badan 

permusyawatan desa (S sugeng.2014) 

Badan Desa pada hakekatnya merupakan mitra kerja Kepala Desa dalam 

urusan pemerintahan desa dan mempunyai kedudukan yang sama dalam 

urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

Musyawarah Desa merupakan perwujudan dari demokrasi desa. Demokrasi 

berarti bahwa dalam penyelenggaraan dan pembangunan harus 

memperhatikan aspirasi masyarakat yang kepentingannya dinyatakan oleh 

dewan desa dan lembaga masyarakat lainnya. Dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 disebutkan bahwa BPD adalah 

lembaga yang mempunyai fungsi pemerintahan. Fungsi inilah yang 

menjadikan BPD sebagai lembaga yang turut menentukan keberhasilan 
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penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersih, transparan dan partisipatif 

serta tertib. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menetapkan peraturan 

desa yang bersama-sama dengan perangkat desa disebut dengan peraturan 

desa. Dalam hal ini, BPD sebagai otoritas pengawas mempunyai tugas 

mengawasi pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa 

(APBDes) dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan ditetapkannya 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD 

merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Desa, maka sekarang menjadi 

lembaga legislatif yang ada di Desa, Dari fungsi hukum berubah menjadi 

fungsi politis. Fungsi BPD sekarang adalah menetapkan Peraturan Desa 

bersama Kepala Desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, merencanakan 

APBDesa, dan mengawasi Pemerintah Desa. 

Mengenai Dana Desa (ADD) yaitu hubungan keuangan antar tingkat 

pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dan 

pemerintah desa. Membangun hubungan keuangan yang tepat membutuhkan 

pengetahuan dan pemahaman tentang kekuatan kepala desa. Penyiapan 

pemerintahan desa merupakan pelaksanaan program desentralisasi dan 

otonomi daerah. Dengan desentralisasi dan otonomi desa, desa membutuhkan 

sumber daya keuangan untuk dapat menggunakan kekuasaan yang 

dilimpahkan kepada desa. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan indikasi 

pemenuhan hak desa untuk mewujudkan otonomi desa agar dapat tumbuh dan 
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berkembang sesuai dengan pertumbuhan desa, berdasarkan kebhinekaan, 

partisipasi, kemandirian, demokratisasi dan memberdayakan masyarakat. 

(jamaluddin 2015). 

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah hibah keuangan yang diberikan oleh 

pemerintah pusat dan provinsi kepada pemerintah desa untuk meningkatkan 

pelayanan dasar tempat, memajukan dan memperkuat masyarakat desa. Dalam 

penyaluran dana desa, tugas dewan desa diperlukan untuk mengontrol dana 

tersebut agar dapat disalurkan dengan baik di masyarakat. Kehadiran dewan 

desa bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam mengatasi permasalahan 

masyarakat desa, sehingga fungsi kepemimpinan dewan desa bertujuan untuk 

mengupayakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas, dinamis, 

transparan, baik dan bersih. Dengan adanya perwakilan rakyat di tingkat desa, 

diharapkan pemerintah kota juga dapat ikut serta dalam pengawasan 

pemerintahan desa, sehingga demokrasi yang efektif benar-benar dapat 

terwujud. 

Mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

menjalankan fungsi pengawasan, seperti yang dikatakan Pendi (2017), peran 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan 

adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan ikhtisar Pelaksanaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) belum optimal, demikian pula hambatan-hambatan 

yang menghambat peran Badan Pertimbangan Desa (BPD) dalam 

menjalankan fungsi pengawasannya, antara lain sumber daya manusia yang 

tidak kompeten, kesadaran umum keterlibatan dalam pembangunan dan 
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perekonomian desa, Pembayaran yang selalu tertunda sehingga terjadi 

hambatan pada saat proses regulasi. 

Badan Pertimbangan Desa (BDP) masih dinilai kurang ideal dalam 

memenuhi kewajibannya. Ada beberapa indikasi permasalahan berikut ini 

terkait dengan belum optimalnya fungsi pengawasan Badan Pertimbangan 

Desa (BPD). Pertama, organisasi yang lemah. Sebagai sebuah lembaga, Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dikelola dengan mekanisme organisasi 

yang baik. Dalam struktur organisasi kepengurusan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD), hampir tidak ada pola yang dapat dibedakan dari pengamatan 

yang dilakukan. Secara lebih luas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

secara kelembagaan kurang terlihat di masyarakat dalam mengatur 

anggotanya, dari seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang 

ada saat ini, biasanya hanya sedikit yang dianggap aktif berorganisasi. di 

masyarakat bahwa sebagian masyarakat masih mempersoalkan keberadaan 

BPD. Kedua, lemahnya fungsi kontrol BPD juga disebabkan sekretariat tidak 

mendukung BPD secara kelembagaan, sehingga BPD tidak dikelola dengan 

baik sebagai lembaga. Hal ini sangat berbeda dengan pemerintahan desa yang 

memiliki struktur kelembagaan yang lengkap dan jelas, termasuk dukungan 

staf dan kesekretariatan. 

Ketiga, hak anggota dewan desa tidak jelas dan permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini juga terkait dengan hak anggota dewan desa. 

Berbagai pendapat muncul dan dapat dipahami bahwa hak anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) masih dianggap sangat kecil dibandingkan 
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dengan hak kepala desa. Meskipun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

seharusnya diberikan banyak hak, namun dalam praktiknya hak tersebut tidak 

sepenuhnya diberikan. 

Berdasarakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Desa, pada pasal 78 diatur bahwa Pengurus dan anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) berhak menerima imbalan atas pelaksanaan 

tugas dan tanggung jawabnya serta imbalan lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; Biaya operasional, peningkatan kapasitas melalui 

pelatihan, informasi, bantuan teknis, kunjungan lapangan dan penghargaan 

pemerintah kabupaten dan pemerintah kabupaten/kota kepada pimpinan dan 

anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas prestasi mereka. Untuk 

beberapa hak yang diatur oleh PP, hanya diberikan penugasan dan 

pembayaran penugasan. Itu pun jumlahnya masih sangat kecil. 

Keempat, individu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

terlihat tidak memiliki kemampuan pendidikan, bahkan rata-rata anggota BPD 

berpendidikan perguruan tinggi, sehingga semua anggota BPD rata-rata 

kebanyakan adalah petani karena latar belakang profesinya, maka kemampuan 

manajemen BPD yang berkualitas adalah -nya fungsinya tidak sesuai secara 

langsung. Misalnya dalam diskusi tentang proyek Perdes. Namun 

kenyataannya, sebagian anggota Badan Pertimbangan Desa (BPD) hampir 

dipastikan belum memiliki kemampuan tersebut. Rancangan peraturan desa 

selanjutnya akan datang dari kepala desa. 
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Mengenai pengawasan Badan Desa, sebagian anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) masih belum memahami konsep pengawasan, 

sehingga pengawasan hanya dilakukan sebagian saja, yang berarti pengawasan 

BPD kurang kuat. atau tidak produktif, karena BPD hanya sebatas memantau 

pembangunan fisik. Hal ini membuat kontrol Badan Desa tidak berjalan 

sebagaimana mestinya.  

Di kecematan sanggar kabupaten bima terdapat 6 desa dan salah 

satunya yaitu desa boro yang mana penghasilan utama warga boro yaitu 

bertanian dan nelayan. Desa boro merupakan salah satu desa sangar di 

kecamatan yang warganya terdampak pandemi Covid-19. Sebagian besar 

penduduk desa ini adalah petani dan nelayan dima Sejak dampak pandemi 

Covid-19, penjualan produk pertanian mengalami penurunan karena 

rendahnya harga beli produk pertanian di masyarakat. Dalam hal ini Kepala 

Desa Boro bersama perangkat desa. Menurut informasi di Desa Boro peneliti 

dapatkan di lapangan, jumlah penerima BLT sebanyak 113 KK dan mereka 

menerima 2 (dua) tahap. Kriteria keluarga penerima BLT desa adalah keluarga 

miskin dan kurang mampu yang tinggal di desa tersebut. Selain itu, harus 

dipastikan bahwa calon dermawan tidak termasuk penerima manfaat program 

Perhetoivo (PKH), kartu dasar dan kartu prakerja. Pendataan calon penerima 

BLT desa tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan Data Sosial Terpadu 

(DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos). 

Berbagai isu dari masyarakat, misalnya tentang kriteria penerima BLT-

DD; pendataan, baik dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan 
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Sosial (DTKS) yang ada atau dengan pendataan ulang, terlepas dari apakah 

pendataan tersebut terkait dengan 14 kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh 

Statistik Finlandia; tidak ada ruang pengaduan jika terjadi masalah pada 

pendataan dan pengiriman BLT DD; Bagaimana dengan Rumah Tangga (KK) 

yang tinggal serumah tetapi tidak memiliki kepala keluarga sendiri, desa dapat 

mengurangi jumlah BLT sehingga dapat dibagi rata antara kriteria penduduk 

terdaftar dan biasa lainnya, tetapi Anggaran BLT DD tidak cukup. 

Pemerintah melakukan pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

kepada masyarakat pemerintah desa boro  Kecematan sanggar yang tahap 3 

(tiga), yang menurut peneliti telah dibayarkan. dilaksanakan, namun masih 

menceritakan berbagai permasalahan, seperti adanya penerima dana bantuan 

yang sebenarnya tidak berhak menerimanya tetapi menerimanya, juga 

sebaliknya, ada yang seolah-olah berhak tetapi tidak menerima informasi 

penerima yang tidak benar. Di sini kita melihat bahwa tata kelola dewan desa 

dalam dinas penghidupan merupakan hal yang sangat penting. Terciptanya 

kepercayaan masyarakat tidak lepas dari kualitas kegiatan pemerintahan desa. 

Karena menjadi tanggung jawab pengurus desa untuk mengambil dan 

menyalurkan keinginan masyarakat dengan melibatkan Balai Penyuluhan 

Desa (BPD) dalam memantau pelayanan mata pencaharian BLT-DD. Badan 

pertimbangan desa (BPD) yang berada di bawah kendali dewan desa 

merupakan sarana yang dapat digunakan masyarakat untuk memantau 

pelayanan bantuan langsung tunai di desa. Pemantauan bantuan keuangan 

langsung di desa oleh Badan Pertimbangan Desa (BPD) merupakan tolok ukur 
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keberhasilan dan efisiensi penyaluran bantuan keuangan langsung. Hal ini 

pada akhirnya mendorong prakarsa dan swadaya masyarakat, serta berperan 

aktif dalam pemantauan BLT Desa. 

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti melihat dan menemukan 

beberapa masalah yang diamati dalam pengawasan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dalam bakti sosial di Desa Boro, Sanggar, Kecematan, yaitu. 

ketidakefektifan fungsi BPD dalam pengawasan langsung pelayanan bantuan 

keuangan. . Oleh karena itu, kurang efektif dalam membelanjakan dana 

bantuan langsung dan kurangnya hubungan kerjasama antara kepala desa dan 

perangkat Badan Permusyawaratan Desa (BPD).  

Kedua permasalahan tersebut disebabkan karena kurangnya 

komunikasi antara aparat pemerintah desa dengan kebijakan atau aturan 

demokrasi pusat yang tidak berdasarkan aspirasi masyarakat desa setempat 

dan sistem pengelolaan desa yang tidak demokratis, seringkali bukan antara 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa Boro, 

Kekemata Sanggar, Kabupaten Bima. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

berperan strategis dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan desa serta 

mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, karena merupakan badan 

legislatif desa. Pemantauan pelaksanaan oleh pemerintah merupakan salah 

satu alasan utama mengapa BPD perlu dibentuk.  

Langkah pengendalian tersebut bertujuan untuk mengurangi 

penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan perekonomian 

desa. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul 
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tersebut, yaitu “Pengawasan Badan permusyawaratan desa(BPD) Dalam 

Pelayanan Bansos Di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima 

Tahun 2021” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan gambar latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut 

Bagaimanakah bentuk pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dalam Pelayanan Bansos di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten 

Bima? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bentuk pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 

dalam pelayanan bansos di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pengawasan kerja 

kepala desa dewan desa. 

Dan untuk masyarakat sebagai tambahan informasi dan pengetahuan 

tentang pemantauan kegiatan kepala desa dalam penyaluran bansos oleh 

dewan desa. 
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1.4.2 Manfaat Akademis 

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada 

program studi Ilmu Politik dengan gelar S.IP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam sebuah karya ilmiah perlu ada rujukan hasil dari penemuan-

penemuan peneliti lain sebagai bahan perbandingan. Baik yang menjadi 

kekurangan maupun kelebihan, sehingga penelitian yang dilakukan bisa 

dikatakan sempurna. Uraian-urain hasil penelitian terdahulu, peneliti 

sajikan dengan tabel dan secara deskriptif dengan penjabaran relavansi 

dengan karya olmiah penulis.  

Penelitian terdahulu yang dijadikan refrensi dalam melakukan 

penelitian ini serta melihat perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu sebagai berikut  

Tabel 2.1 penelitian terdahulu  

No Nama/judul 

penelitian  

Hasil Persamaan dan 

perbedaan  

1 Wiwik Anggreini, 

“Kinerja Badan 

Permusyawaratan 

Desa (BPD) di 

Desa Parahu 

Kecamatan 

Sukamulya 

Kabupaten 

Walaupun sudah efektif 

ternyata masih 

ditemukannya beberapa 

maslah yaitu, kurang 

aktifnya BPD dalam 

menjalankan fungsinya, 

pengawasan terhadap 

pelaksanaan 

Sama-sama ingin 

mengetahui pengawasan 

BPD  

 Perbedaannya adalah 

tehnik pengumpulan 

datanya menggunakan 

koesioner, observasi 
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Tanggerang”. 

Tahun 2018 

pembangunan desa 

masih kurang efektif, 

kurangnya komunikasi 

dan koordinasi antara 

BPD dengan kepala desa 

dalam mengelola 

pemerintahan desa, dan 

BPD kurang melakukan 

pertemuan atau 

perjumpaan dengan 

masyarakat. 

dan dokumentasi 

sedangkan peneliti 

menggunakan 

wawancara, 

dokumentasi dan 

observasi. Serta jenis 

penelitian menggunakan 

penelitian kuantitatif 

sedangkan peneliti 

menggunakan kualitatif. 

2 Adriansyah, 

“Fungsi Badan 

Pemusyawaratan 

Desa (Bpd) Dalam 

Penga Wasan Desa 

(Studypada 

Pemerintah Desa 

Kuala Lapang 

Kecamatan 

Malinau Barat 

Kabupaten 

Malinau”. Tahun 

Fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa 

Dalam Membahas dan 

Menyepakati Rancangan 

Peraturan Desa Bersama 

Kepala Desa. Fungsi 

Badan Permusyawaratan 

Desa Dalam 

Menampung dan 

Menyalurkan Aspirasi 

masyarakat Desa. 

Diharapkan menjadi 

Persamaan dalam 

penelitian ini adalah 

sama-sama 

menggunakan metode 

penelitian kualitatif 

dengan pendekatan 

deskriftif dan tehnik 

pengumpulan data 

sama-sama 

menggunakan 

observasi, wawancara 

dan dokumentasi. 
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2018 wadah aspirasi bagi 

warga desa dalam 

Mewujudkan keinginan 

dan kepentingan 

masyarakat desa, seperti 

pembangunan sarana dan 

prasarana serta kegiatan 

yang dilakukan oleh 

masyarakat desa, serta 

sebagai wadah kebijakan 

publik desa dan sebagai 

alat kendali proses 

pengelolaan dan 

pembangunan di tingkat 

desa.  

Perbedaan penelitian 

ini adalah pada uji 

validitas data. 

3  I made indrayana, “ 

pelaksanaan fungsi 

pengawasan badan 

permusyawaratan 

desa terhadap 

kinerja kepala desa 

di desa antap 

kecematan 

Peran BPD 

melaksanakan 

pengawasan terhadap 

kinerja kepala desa 

dalam perencanaan, 

pelaksanan dan 

pelaporan pertanggung 

jawaban (LPJ). 

Persaman dalam 

penelitian ini adalah 

fokus permasalahannya, 

sedangkan  

Perbedaan penelitia ini 

adalah metode 

penelitian hukum 

empiris dengan sifat 
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selemadeg 

kabupaten 

Tabanan”. Tahun 

2016 

Pengawasan BPD 

terhadqap kinerja kepala 

desa kurang optimal 

karena hanya segelintir 

orang BPD yang 

melakukan itu. Salah 

satu kendala dalam 

pengawasan BPD adalah 

belum adanya 

mekanisme pengawasan 

terhadap kegiatan kepala 

desa yang menjadi acuan 

bagi BPD, sehingga 

komunikasi antara kedua 

malfungsi tersebut tidak 

lagi diatur secara ketat.  

Sumber daya keuangan 

atau operasional yang 

tidak dianggarkan dan 

sumber daya manusia di 

BPD sendiri kurang 

kualitas dan kapasitasnya 

karena latar belakang 

penelitian deskriptif dan 

tehnik pengumpulan 

data nya menggunakan 

observasi dan 

wawancara  
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pendidikan dan 

pekerjaan.  

Sumber: skripsi tahun 2016-2018 

 Pertama Penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Anggreini dalam 

tesisnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2018, denagn judul 

“Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Parahu Kecamatan 

Sukamulya Kabupaten Tanggerang”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

meskipun sudah efektif namun masih terdapat permasalahan yaitu BPD 

tidak aktif menjalankan tugasnya, pengawasan pelaksanaan pembangunan 

desa masih belum efektif, kurangnya komunikasi dan koordinasi antar 

BPD. dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan 

BPD mengadakan rapat atau pertemuan dengan masyarakat.  

Kedua Penelitian yang dilakukan oleh Adriansyah dalam tesisnya 

di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Terbuka Jakarta 

Tahun 2018, dengan judul “Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) 

Dalam Pengawasan Desa (Study pada Pemerintah Desa Kuala Lapang 

Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau)”. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah: Tugas dewan desa tentang pembahasan dan 

koordinasi proyek peraturan desa dengan kepala desa. Tugas dewan desa 

dalam mengadaptasi dan menyalurkan upaya masyarakat desa. Tugas 

dewan desa berada di bawah pengawasan kegiatan kepala desa. Bertujuan 

untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat desa untuk mewujudkan 

keinginan dan kepentingan masyarakat desa, seperti pembangunan sarana 
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dan prasarana, dan kegiatan masyarakat desa sebagai tempat sosialisasi 

politik desa dan sebagai sarana untuk kontrol. administrasi dan 

pembangunan tingkat desa. 

Ketiga Penelitian yang dilakukan I Made Indrayana dalam tesisnya 

di Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Tahun 2016, dengan 

judul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 

Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Antap Kecamatan Selemadeg 

Kabupaten Tabanan”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

Misi BPD adalah memantau kegiatan Pengelola Desa Antap terkait 

perencanaan, pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Dalam 

perencanaan bersama, kepala desa merumuskan pedoman umum dan 

pedoman, dalam pelaksanaan APBD dan program kerja desa, khususnya 

dalam pembangunan, dilakukan melalui penerus dan langsung di tempat 

dan dengan pandangan RAB, di laporan pertanggungjawaban BPD review 

laporan pertanggungjawaban untuk perbaikan dengan mencentang kotak 

yang salah. Monitoring kinerja pengurus BPD desa kurang baik, karena 

hanya segelintir anggota BPD yang melakukannya. Salah satu kendala 

dalam pengawasan BPD adalah belum adanya mekanisme pengawasan 

kegiatan kades sebagai acuan BPD, sehingga komunikasi antar sesama 

tidak berjalan dengan baik dan tidak ada aturan yang lebih tegas.  Sumber 

daya keuangan atau operasional tidak dianggarkan dan SDM BPD sendiri 

tidak ada karena latar belakang pendidikan dan pekerjaan. 
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Dengan kajian di atas maka jawabannya adalah bahwa penelitian 

ini bukanlah penelitian yang baru, namun peneliti ingin melihat lebih 

dalam tentang kinerja Kades dalam pemantauan BPD dibandingkan 

dengan penelitian sebelumnya karena banyak keluhan di masyarakat. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengawasan  

Pengawasan adalah semua kegiatan dan tindakan untuk memastikan 

bahwa pelaksanaan kegiatan tidak menyimpang dari rencana dan tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Siagian (dalam Silalahi 

2013:175) Pengawasan adalah proses pengawasan terhadap semua kegiatan 

organisasi untuk lebih memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kontrol adalah proses melihat, 

mengamati dan memverifikasi, secara langsung dan tidak langsung, apakah 

semua tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Pengawasan menurut Viktor (dalam Makmur 2011:176) segala 

upaya dan sarana untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas telah 

tercapai sesuai dengan peraturan dan tujuan. Rencana yang dibuat dengan 

bantuan pengawasan diharapkan dapat berkembang dan dilaksanakan secara 

optimal dan efisien, karena rencana yang dibuat tanpa pengawasan dari 

pihak yang terlibat sulit untuk dilaksanakan, sehingga sulit untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. Ketika administrasi publik dijalankan sesuai dengan 

prinsip-prinsip good governance, pengawasan merupakan aspek penting 
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dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam konteks ini, pengawasan 

menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri. 

Sujamto (dalam Agustri 2016) menyatakan bahwa pengendalian 

adalah setiap usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui dan 

menilai kenyataan sebenarnya dari pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah 

sesuai atau tidak dengan apa yang seharusnya atau tidak seharusnya. Dalam 

hal ini pengawasan juga merupakan proses pelaksanaan, evaluasi dan bila 

perlu pembetulan pekerjaan yang dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan 

sesuai dengan rencana semula. Manullang (dalam Pendi 2017). 

Rexohadiprojo (2008) menyatakan bahwa supervisi adalah upaya untuk 

memerintahkan pelaku agar selalu bertindak sesuai dengan rencana.  

Sedang Sarwoto (2010) menyatakan bahwa supervisi adalah upaya 

untuk mendidik para pelaksana agar pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan 

spesifikasi atau hasil yang diinginkan.  

Murdick (dalam Fattah 2009:101) berpendapat bahwa kontrol adalah 

proses mendasar yang pada dasarnya diperlukan tidak peduli seberapa 

kompleks dan besar suatu organisasi. Menurutnya, proses dasar terdiri dari 

tiga fase: 

1. Tetapkan standar implementasi 

2. Pengukuran pelaksanaan pekerjaan terhadap standar 

3. Jelaskan perbedaan antara menerapkan standar dan menetapkan rencana 

Sedang Ukas (2004) menyebutkan ada tiga fase pengawasan yaitu : 

1. Pre-Operation Control tidak lain untuk mencegah dan meminimalisir 

kesalahan yang tidak diinginkan sedini mungkin. 
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2. Pengawasan konstan dilakukan untuk memeriksa pekerjaan yang 

dilakukan. Dengan membandingkan standar dengan produk kerja, 

tindakan korektif harus diambil untuk menghindari penyimpangan.  

3. Gambaran akhir merupakan hasil gabungan dari gambaran umum awal 

dan antara 

 

2.2.2 Jenis-jenis Pengawasan 

Menurut Nawawi (2005), kategori pengendalian dapat dibagi 

menjadi jenis kegiatan pengendalian, metode dan pelaksanaannya sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan jenisnya, pengawasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Pengawasan internal 

Pengawasan internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh 

supervisor atau pengawas pada unit kerja organisasi atau unit kerja pada 

masing-masing industri. 

b. Pengawasan eksternal 

Pengawasan pihak ketiga adalah pengawasan yang dilakukan oleh 

organisasi atau tempat kerja di luar organisasi yang diawasi dalam 

pelaksanaan fungsi utamanya. 

2. Berdasarkan metode, pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut : 

a. Pengawasan tidak langsung 

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan 

dengan cara menilai laporan tertulis dan lisan. Pengecekan ini 

dilakukan hanya atas dasar dokumen kerja atau laporan yang ada. 
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b. Pengawasan langsung 

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan 

cara memeriksa unit atau bagian pekerjaan yang diawasi. 

Pengendalian langsung ini dapat digabungkan dengan pengendalian 

langsung untuk mencari informasi dan mengevaluasi hasil kerja 

berdasarkan dokumen. 

3. Berdasarkan pelaksanaannya, pengawasan dapat dibedakan sebagai 

berikut: 

a. Pengawasan melekat 

Pengawasan melekat adalah cara untuk mengamati, menyelidiki dan 

mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh manajemen suatu 

organisasi kerja, yang mencakup semua kegiatan yang dilakukan 

dalam organisasi nirlaba. 

b. Pengawasan fungsional 

Pengawasan fungsional adalah cara memantau, memeriksa dan 

mengevaluasi kegiatan pejabat pemerintah yang peran dan tugas 

utamanya adalah pengawasan. 

c. Pengawasan masyarakat 

Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang didasarkan langsung 

atas pertanyaan, keluhan, keberatan, dan saran dari masyarakat 

mengenai pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan organisasi nirlaba yang 

misi utamanya adalah memberikan pelayanan publik di sektor publik 

. 
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2.2.3 Maksud dan Tujuan Pengawasan 

Menurut Handningrat, dikutip dalam perjanjian (2013:17) Maksud dan 

tujuan pengawsan adalah: 

a. Mengantisipasi atau mengoreksi kesalahan, penyimpangan dan 

penyimpangan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang 

yang ditetapkan. 

b. Sehingga diperoleh hasil pelaksanaan pekerjaan secara efektif dan efisien 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 

2.2.4 Prinsip-prinsip Pengawasan 

Menurut Handayaningrat dalam Sopi (2013:19) mengemukakan bahwa: 

a. Kepemimpinan selaras dengan tujuan organisasi 

b. Pengawasan harus objektif, jujur dan mengutamakan kepentingan 

umum. 

c. Pengawasan harus benar, berdasarkan kebenaran tujuan pekerjaan, 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

d. Pengawasan harus memastikan sumber daya dan efisiensi kerja. 

2.2.5 Tekhnik Pengawasan 

Menurut Agustino (2012:193-196) Langkah-langkah 

pengendaliannya adalah sebagai berikut: 

a. Teknik pengamatan dan pengawasan 

 karena kita mengetahui bahwa salah satu teknik pengawasan, baik bagi 

orang yang bekerja pada instansi yang berbeda maupun dalam 

kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan, adalah dengan melakukan 
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pengawasan baik secara langsung (langsung) maupun tidak langsung 

(tidak langsung). Karena adanya laporan dari kepala unit yang 

bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan terkait, teknologi 

pengendalian ini diperlukan dalam pengawasan di semua instansi agar 

program yang telah kita rencanakan dapat dilaksanakan dengan baik. 

Kekeliruan dalam pengawasan, termasuk penggunaan teknik, 

menyebabkan hasil pengawasan tidak mengatakan yang sebenarnya, 

melainkan kesalahan yang dapat berdampak negatif terhadap orang 

yang diawasi. 

b. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan 

Audit dapat mengidentifikasi suatu operasi yang berjalan dengan baik 

atau menemui hambatan pelaksanaan dan mampu mencapai hasil yang 

maksimal atau tidak mencapai hasil yang diharapkan. Teknik survei 

pemantauan harus dapat memberikan informasi yang jelas atau 

pernyataan yang benar dan selain itu dapat memberikan kepercayaan 

kepada pihak atas hasil pemantauan yang dilakukan. 

c. Teknik penilaian dalam pengawasan 

Teknik ini harus diterapkan secara memadai, adil dan jujur dalam 

pemikiran utama kebenaran, sebagai bagian dari pengendalian 

pelaksanaan suatu kegiatan, karena penilaian yang salah memiliki 

konsekuensi yang sangat negatif baik bagi mereka yang melakukan 

kegiatan maupun bagi mereka yang bertanggung jawab. dan 

kebanyakan Yang terpenting adalah lembaga atau organisasi, organisasi 
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yang bersangkutan baik di sektor publik atau publik maupun di sektor 

swasta atau swasta. Karena evaluasi ini bisa objektif atau subjektif, 

menentukan teknik yang digunakan relatif penting. 

d. Teknik wawancara dalam pengawasan 

Salah satu teknik untuk melakukan konseling adalah wawancara, baik 

yang langsung mengikuti kegiatan konseling maupun yang mengetahui 

subjek konseling. Tujuan wawancara dalam konseling berbeda dengan 

wawancara dalam kegiatan lainnya. 

e. Teknik pengamatan dalam pengawasan 

Secara umum, pengamatan berfungsi untuk menyajikan informasi yang 

diperoleh dalam keadaan nyata, baik yang menyangkut barang atau 

benda atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan orang-orang yang terlibat 

dalam instalasi tersebut.  

f. Teknik perhitungan dalam pengawasan 

Dalam pelaksanaan pengendalian, kita harus berhadapan dengan 

berbagai informasi dan fakta berupa angka dan penjelasan, yang harus 

melibatkan kemampuan perhitungan baik kuantitatif maupun kualitatif 

untuk menentukan hasil dari instansi yang secara teknis melaksanakan, 

atau dengan kata lain, masyarakat. yang diserahi tugas pelaksanaan 

kegiatan kelembagaan. Perhitungan memegang peranan penting dalam 

pemantauan karena salah satu teknik penentuan masalah mengarah pada 

pemantauan. 

g. Teknik analisis dalam pengawasan 
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Teknik analisis terverifikasi inilah yang sangat menentukan kebenaran 

penyajian hasil yang disebabkan oleh teknik analisis yang digunakan. 

h. Teknik pelaporan dalam pengawasan 

Laporan merupakan salah satu obyek monitoring pelaksanaan, kendala 

monitoring hanya mengandalkan laporan yang terkadang tidak sesuai 

dengan perkembangan yang sebenarnya, sehingga perangkat monitoring 

harus lebih hati-hati dalam melakukan monitoring laporan, bila perlu 

digabungkan dengan langsung. observasi objek operasional. Laporan 

pengawasan terkadang tidak informatif karena sulit dipahami oleh 

penerima laporan, sehingga perlu diciptakan teknologi untuk hal 

tersebut. 

2.2.6  Badan Permusyawaratan Desa 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah satu organ yang 

menyelenggarakan fungsi pemerintahan desa. Organ ini adalah 

penyelenggara musyawarah desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, pasal 1 angka 4 menyebutkan BPD atau yang disebut dengan 

nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan 

wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Materi mengenai BPD yang 

diatur dalam Undang-Undang ini meliputi fungsi, keanggotaan, hak dan 

kewajiban, larangan, dan mekanisme pengambilan keputusan. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwa Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan perwakilan dari penduduk desa 
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yang bersangkutan beradasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan 

dengan cara musyawarah dan mufakat, yang terdiri dari Ketua Rukun 

Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau 

pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 

ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling 

banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah 

penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwa Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan perwakilan dari penduduk desa 

yang bersangkutan beradasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan 

dengan cara musyawarah dan mufakat, yang terdiri dari Ketua Rukun 

Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau 

pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 

ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling 

banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah 

penduduk, dan kemampuan keuangan desa. 

Menurut Wikipedia, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

merupakan lembaga yang mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa. BPD dapat dilihat sebagai “parlemen” desa. BPD 

merupakan lembaga desa baru di era otonomi daerah di Indonesia. 

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk masing-masing kota, 

berdasarkan perwakilan daerah yang ditentukan berdasarkan musyawarah 

dan kesepakatan. Anggota BPD meliputi pimpinan Rukun Warga, kelompok 
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kepentingan adat, kelompok profesi, tokoh agama dan tokoh atau tokoh 

masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat 

diangkat/diangkat kembali untuk satu periode. Pimpinan dan anggota BPD 

tidak diperkenankan merangkap sebagai kepala desa dan perangkat desa. 

Pelantikan anggota BPD ditetapkan dengan keputusan kepala 

negara/walikota, dimana ia mengucapkan sumpah/janji bersama di hadapan 

kotamadya dan dipandu oleh kepala pemerintahan/walikota sebelum 

memangku jabatan. Tugas BPD adalah bekerja sama dengan kepala desa 

untuk mengukuhkan dan mengadaptasi aturan desa dan menyalurkan upaya 

masyarakat 

Berkaitan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, maka 

penting untuk membandingkan Undang-Undang Desa dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 hanya menyebutkan BPD berfungsi: (i) menetapkan aturan 

desa bersama Kepala Desa; dan (ii) menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. Sedangkan Undang Undang Desa menambahkan fungsi 

pengawasan, yaitu fungsi mengawasi kinerja Kepala Desa. Dalam naskah 

akademik disebutkan BPD memiliki fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan 

fungsi pengawasan, Nama yang dipilih oleh desa tidak harus Badan 

Permusyawaratan Desa, Artinya, terbuka kemungkinan menggunakan 

nama lain sesuai dengan karakteristik desa bersangkutan. Pembentuk 

Undang-Undang Desa lebih menitikberatkan pada fungsi 

permusyawaratan. Dalam dinamika pengaturan desa selama ini, nama 
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yang digunakan memang berbeda untuk lembaga yang berfungsi sejenis. 

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa. 

Kedudukan yang setara sebagai mitra pemerintah desa tercermin 

dalam pasal di atas, sehingga BPD dapat digambarkan sebagai dewan desa 

yang lebih banyak melakukan pengawasan. 

1. Pengendalian pelaksanaan peraturan desa dan peraturan lainnya 

2. Pelaksanaan keputusan kepala desa 

3. Implementasi anggaran pendapatan dan belanja yang mendesak 

4. Politik desa. 

2.2.7 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 

55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa 

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa  

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa 

Badan Desa adalah badan pertimbangan tingkat desa yang terlibat 

dalam proses dan kesepakatan berbagai kebijakan pemerintah desa. 

Pemerintah desa dan/atau dewan desa memfasilitasi penyelenggaraan 

musyawarah desa untuk meningkatkan fungsi kelembagaan tingkat desa, 

memperkuat kohesi, dan meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan 

masyarakat. Menurut undang-undang desa, pemerintahan desa adalah 

penyelenggaraan urusan negara dan kepentingan masyarakat. 
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Pemerintahan dipimpin oleh badan desa, yang terdiri dari kepala desa 

(atau nama lain) dan perangkat desa. Namun ternyata BPD juga dipandang 

sebagai lembaga yang menjalankan tugas negara. 

Secara teori, pemerintahan memang dapat dilihat dalam arti luas 

dan sempit. Secara umum, pemerintah merujuk dalam arti luas pada trias 

politica Montesquieu, yaitu, administratif, legislatif, dan yudikatif. Dalam 

arti yang lebih luas, pemerintah juga mencakup DPR, Mahkamah Agung, 

Mahkamah Konstitusi, dan lembaga negara lainnya. Pada saat yang sama, 

pemerintah dalam arti sempit adalah presiden dan pemerintahannya. 

Mengenai tugas Badan Desa, penting untuk membandingkan UU 

Desa dengan UU No 32 Tahun 2004. Pasal 209 Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 hanya menyebutkan BPD berfungsi: (i) menetapkan aturan 

desa bersama Kepala Desa; dan (ii) menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. Bersamaan dengan itu ditambahkan pula tugas pengawasan 

dalam undang-undang desa yaitu tugas mengawasi kegiatan kepala desa. 

Naskah akademik menunjukkan bahwa BPD memiliki fungsi legislasi, 

anggaran, dan kontrol.Nama yang dipilih oleh desa tidak harus menjadi 

badan pertimbangan desa, artinya dapat digunakan nama yang berbeda 

tergantung karakteristik. dari desa ini. Undang-undang desa sebelumnya 

menekankan tindakan yang lebih deliberatif. Dalam dinamika 

pemerintahan desa sebelumnya, nama yang berbeda digunakan untuk 

lembaga yang memiliki tugas serupa.  
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2.2.8 Pemerintah Desa 

Secara etimologis, kata desa berasal dari bahasa sansekerta deshi 

yang berarti rumah, tanah air atau tempat kelahiran. Oleh karena itu, kata 

desa sering dipahami sebagai tempat atau kawasan (negara asal) tempat 

penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan 

setempat untuk mempertahankan, menopang, dan mengembangkan 

kehidupannya. (Jamaludin 2015 : 4). Oleh karena itu, ciri terpenting desa 

adalah fungsinya sebagai tempat tinggal, sebagai negara asal (negara tempat 

tinggal) sekelompok orang yang relatif lebih kecil. Dengan kata lain, sebuah 

desa dicirikan oleh keterikatan penduduknya dengan wilayah tertentu. 

Benteng ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga untuk mendukung 

kehidupan mereka. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang diberi 

wewenang untuk menjalankan rumah tangganya sendiri berdasarkan hak 

keturunan dan adat istiadat yang diakui kerajaan dan berkedudukan di dalam 

wilayah kabupaten. . Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tantang 

Desa disebutkan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, 

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. 

Menurut Widjaja desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan 

susunan asal mula dengan ciri-ciri tertentu. Desa adalah kesatuan wilayah 

yang didiami oleh beberapa keluarga dengan sistem pemerintahan dan 

kepala desa tersendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 
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tantang Desa mengartikan Desa sebagai berikut, Desa adalah Desa dan Desa 

adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang 

mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang 

pelaksanaannya ditujukan untuk desa. Dalam undang-undang Nomor 6 

tahun 2014 entang desa, Pemerintah desa diartikan sebagai penyelenggaraan 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 

pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Pemerintah desa adalah 

kepala desa atau disebut dengan nama lain dan didukung oleh perangkat 

desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa.  

Pemerintahan desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan desa 

dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak dan adat istiadat 

masyarakat hukum adat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan negara kesatuan republik . Pemerintah Indonesia merupakan 

simbol formal persatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan 

di bawah pimpinan kepala desa dan para pembantunya (perangkat desa), 

yang mewakili masyarakat desa dalam mengatur hubungan eksternal dan 

internal masyarakat di pedesaan. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Pengawasan Badan Desa (BPD) Badan Desa adalah suatu proses 

operasional yang bertujuan agar Badan Desa dapat berjalan secara efektif dan 

efisien sesuai dengan rencana dan peraturan. 

Mekanisme Pengawasan dalam pemerintahan mutlak diperlukan, 

terutama dalam pemerintahan desa. Pelaksanaan rencana atau program yang 

dibiayai dari dana desa, tanpa sistem pengawasan yang baik dan 

berkesinambungan, jelas akan menyebabkan terhambatnya atau bahkan tidak 

tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Bentuk 

pemeriksaan dewan desa adalah pemeriksaan langsung dan pemeriksaan tidak 

langsung. Jika ingin informasi lebih lanjut, dapat direpresentasikan dalam 

diagram seperti ini: 
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 Gambar 1 Kerangka Berpikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Makmur (2011), Peters dalam Widodo (2001) 

 

 

Pengawasan BPD 

Pengawasan Langsung BPD 

Terhadap Pennerima Manfaat 

Pengawasan Tidak Langsung 

Faktor Hambatan Dalam Pengawasan 

Hasil dari penelitian ini  peneliti mengamati bahwa Badan 

Persmusyawaratan Desa boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, sudah 

melakukan sebuah pengawasan maksimal,baik dalam bentuk 

pendataan,penyaluran,pelaporan hingga tercairnya bansos ini dalam Bantuan 

Sosial yang telah disalurkan oleh pemerintah Desa terhadap Masyarakat ini 

yang memakan ADD sebesar Rp. 144.000.000 dengan bentuk bantuan 

berupan uang tunai  yang sebesar Rp. 300.000 perbulannya dengan jumlah 

kpm nya di tahun 2021 sejumlah 40 kpm 

 

1. Pengawasan Terhadap 

Penyaluran 

2. Pengawasan Terhadap 

Pelaporan 

3. Pengawasan Terhadap 

Pertanggung Jawaban 

Memonitor Dengan 

Pertanggung Jawaban 

Kinerja Pemdes 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sugiyono (2015) 

mendefinisikan Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

mempelajari keadaan objek yang alamiah. Metode penelitian kualitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi 

postpositivisme, digunakan untuk mempelajari kondisi obyek yang alamiah, 

dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

digabungkan, analisis data bersifat induktif, atau penelitian kualitatif dan 

kualitatif. Hasilnya menekankan relevansi daripada generalisasi. 

Pendekatan deskriptif kualitatif adalah metode penelitian untuk 

menggambarkan atau menjelaskan fenomena saat ini dan masa lalu. 

Perubahan terhadap variabel yang ada tetapi keterangan atau penjelasan 

kondisi apa adanya. Metode ini menjelaskan dan menggambarkan sesuatu, 

yang kemudian diklasifikasikan untuk menarik suatu kesimpulan. Metode ini 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum “ Pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelayanan Bansos Di Desa Boro 

Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima”  

3.2 Lokasi dan waktu penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Desa Boro, Kecamatan Sanggar 
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Kabupaten Bima. Desa Boro merupakan salah satu desa di Kecamatan Sanggar, 

Kabupaten Bima. Alasan peneliti memilih tempat atau kawasan ini sebagai lokasi 

penelitian adalah karena banyak sekali pembangunan di Desa Boro, dalam kurun 

waktu lima tahun terakhir ini Pemerintah Desa Boro telah banyak menorehkan 

prestasi. Hal ini dapat tercapai berkat adanya kerjasama yang baik antar struktur 

pemerintahan Desa Boro, sehingga objek penelitian sesuai dengan judul penelitian 

yang peneliti lakukan. Dan waktu penelitian ini dilaksanakan sejak Desember 

sampai dengan bulan januari 2023, sesuai waktu yang ditentukan.  

3.3  penentuan informan  

           Informan adalah Orang yang dapat memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi lingkungan penelitian. Teknik penentuan informan dalam 

penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling, adalah suatu tehnik 

penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini 

memilih teman-teman nya untuk dijadikan sampel, begitu seterusnya, 

sehingga jumlah sampel tersebut menjadi banyak. Ibaratkan bola salju yang 

mengelinding makin lama makin besar. Informan ini di butuhkan untuk 

mengetahui kondisi yang sesuai dengan apa yang akan diteliti terkait 

pengawasan BPD  

3.4  Jenis dan Sumber Data 

Menurut sugiyono (2015), Sumber data penelitian disesuaikan dengan 

fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sampel dan sumber 

data dipilih dan perspektif emic diutamakan;  menekankan pendapat informan, 

yaitu bagaimana mereka melihat dan menafsirkan dunia dari sudut pandang 
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mereka sendiri. Peneliti tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk 

mendapatkan data yang diinginkannya. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah non-probability sampling dimana peneliti menggunakan purposive 

sampling dan teknik pengambilan sampel snowball. Purposive sampling 

adalah teknik pengambilan sampel dengan aspek-aspek tertentu. 

Misalnya, jika Anda berencana untuk melakukan penelitian tentang 

kualitas sumber daya manusia dan komunikasi antar organisasi, maka sampel 

sumber datanya adalah para ahli di bidang sumber daya manusia dan 

komunikasi antar organisasi. Sementara itu, snowball sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang dimulai dengan jumlah kecil namun meluas. Ini 

seperti bola salju yang menggelinding yang tumbuh seiring waktu. Untuk 

menentukan sampel terlebih dahulu dipilih satu atau dua orang, tetapi karena 

kedua orang tersebut merasa belum lengkap dalam informasi yang diberikan, 

maka peneliti mencari orang lain yang dianggap lebih tahu dan dapat 

melengkapi informasi yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. . . Begitu 

seterusnya untuk menambah jumlah sampel (Sugiyono, 2018). Menurut 

Surakhmad (2009) Sumber data penelitian dapat dibedakan menjadi dua (dua), 

yaitu data primer dan data sekunder 

1. Data Primer  

Data primer merupakan sumber informasi utama yang diperoleh 

peneliti melalui observasi langsung di lokasi dan lokasi penelitian di Desa 

Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima dan dengan observasi terhadap 
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pelapor dan wawancara dengan individu yang ada di Kecamatan Sanggar. 

Berikut adalah beberapa responden yang nantinya diharapkan dapat 

memberikan informasi yang dibutuhkan, antara lain: 

Tabel 2. 2 Daftar Nama Informan 

No. Informan Jenis Data 

Jumlah 

Informan 

1 Ketua BPD Desa Boro Data Primer 1 orang 

2 Sekretaris BPD Desa Boro Data Sekunder 1 orang 

4 Kepala Desa Boro Data Primer 1 orang 

5 Aparat Pemerintah Desa Boro Data Primer 2 orang 

 Jumlah   5 Orang 

Sumber: Diolah Oleh Penulis 

2. Data Skunder  

Data sekunder adalah informasi dari sumber bacaan dan berbagai 

sumber lain yang terdiri dari dokumen resmi instansi pemerintah. Data 

sekunder juga dapat berupa jurnal, buletin, lampiran, penelitian yang dapat 

digunakan untuk memperkuat observasi dan melengkapi informasi yang 

dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. 

3.5 Tekhnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan 

data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

observasi, wawancara dan dokumentasi 
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1. Tekhnik Observasi 

Imam Gunawan (2016:143) Observasi adalah teknik pengumpulan 

data yang prosesnya bertujuan untuk mengamati secara dekat suatu kegiatan 

dengan merekam fenomena yang sedang dipelajari. 

Dengan teknik tersebut peneliti melakukan observasi secara mendalam 

dan akurat terhadap pengawasan BPD dalam bakti sosial di Desa Boro 

Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. 

2. Tekhnik Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih di mana 

informasi dan pendapat dipertukarkan melalui tanya jawab untuk 

mendapatkan informasi baru dan mendapatkan pengetahuan awal. Dalam 

penelitian ini penggunaan wawancara tidak terstruktur lebih bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan wawancara, wawancara ini berupa pertanyaan 

mendalam.  

3. Tekhnik Dokumentasi 

Imam Gunawan (2016:178). Dokumen adalah sumber informasi 

yang melengkapi data penelitian, baik itu sumber tertulis, gambar atau 

karya lain yang menyediakan segala informasi untuk proses penelitian. 

Kelebihan dari metode ini adalah peneliti dapat mengkonfirmasi materi 

setelah penelitian dilakukan, dan jika dalam bentuk konkrit peneliti tidak 

dapat memalsukan dokumentasi hasil penelitian. Dokumentasi yang 
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peneliti buat berupa foto, catatan dan informasi tentang peran dewan desa 

dalam bidang pembangunan desa tahun 2019. 

3.6 Tekhnik Analisis Data 

Adapun menurut Sugiyono (2018: 224) : “Analisis data adalah proses 

mencari dan mengumpulkan informasi secara sistematis dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam 

kategori-kategori, mendeskripsikannya ke dalam unit-unit, mensintesiskannya, 

menggabungkannya ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana 

yang akan dipelajari, dan menggambar. . kesimpulan sehingga Anda dan 

orang lain dapat dengan mudah memahaminya.” 

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti menggunakan analisis 

kualitatif induktif untuk menganalisis hasil penelitian karya ini. Analisis 

induktif adalah analisis data yang hasil penelitiannya muncul dari kondisi 

tertentu, dari tema-tema yang dominan dan signifikan dalam data, tanpa 

melupakan hal-hal yang mengikuti dari struktur biologisnya. (Lexy J. 

Moleong, 2007: 297). Oleh karena itu metode ini sangat cocok untuk analisis 

sistematis data yang diperoleh peneliti di bidang ini. Singkatnya, metode ini 

digunakan untuk mengelola informasi mulai dari gejala khusus, yang 

kemudian dideskripsikan sebagai kesimpulan umum. Nantinya dalam 

penelitian ini, data yang diperoleh dari lapangan akan dibandingkan. 

Kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan yang lebih akurat. Tahapan 

analisis data penelitian adalah sebagai berikut: 
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1. Reduksi Data 

Cukup banyak data yang didapat dari lapangan, sehingga harus dicatat 

secara cermat dan detail. Oleh karena itu, analisis data harus segera 

dilakukan dengan menggunakan reduksi data. Reduksi data berarti 

meringkas, menetapkan prioritas, memfokuskan pada yang hakiki, mencari 

tema dan pola. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data dan 

mencarinya saat diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dalam perangkat 

elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode di bagian 

tertentu. 

2. Penyajian Data 

Setelah direduksi data, langkah selanjutnya adalah menampilkan 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, 

bagian-bagian, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam 

hal ini, Miles dan Huberman (1984) menemukan bahwa teks naratif paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan wawasan baru yang 

belum pernah ada sebelumnya. Pengamatan ini dapat berupa deskripsi atau 

deskripsi tentang suatu objek yang sebelumnya tidak jelas, sehingga setelah 

diteliti dengan cermat menjadi jelas, dapat berupa hubungan acak atau 

interaktif, hipotesis atau teori. ( sugiyono, 2018 ).  
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3.7 Uji validitas data  

Agar dapat dipertanggung jawabkan, data-data yang diperoleh terlebih 

dahulu diuji keabsahan data. Validitas penelitian kualitatis sangat berbeda dengan 

penelitian kuantitatif. Validitas dalam penelitian kualitatif didasakarkan pada 

kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, 

partisipasi, atau pembaca secara umum, istilah validitas dalam penelitian kualitatif 

dapat disebut pula dengan  trusworthiness, authenticity, dan credibility Creswell 

(dalam Susanto, 2013). Sugiono (2014) terdapat dua macam validitas penelitian 

yaitu, validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkenaan 

dengan derajat akurasi penelitian dengan hasil yang dicapai. Sedangkan validitas 

eksternalberkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil.  

Dalam penelitian ini, uji validitas yang digunakan adalah Triangulasi 

Triangulasi (Moleong, 2014) yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang diperoleh dengan 

sumber atau kriteria yang lain diluar data itu, untuk meningkatkan keabsahan data. 

Pada penelitian ini, triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi sumber dan 

triangulasi metode yang dimana triangulasi sumber dengan cara membandingkan 

apa yang di sampaikan oleh subyek dan dengan yang di sampaikan informan 

dengan tujuan agar data yg di peroleh dapat dipercaya, sedangkan triangulasi 

metode dengan cara membandingkan data yang di hasilkan dari pengamatan 

dengan hasil wawancara dan membandingkan lagi dengan data hasil dari 

pengamatan wawancara dengan hasil dokumen yang berkaitan.  
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Demikian penelitian melakukan pengumpulan berbagi data dengan sumber 

yang sama yang telah di peroleh dari pengumpulan data pemerintahan desa boro 

kecematan sanggar kabupaten bima dengan melakukan tehnik Triangulasi data 

sebagai langkah untuk memverifikasi kebenaran data yang diperoleh peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


